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Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif yaitu
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu
variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atu
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. (Sugiyono:
2011:11)
Menurut Mamang dan Sopiah (2007:21) penelitian deskriptif merupakan
penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu
populasi yang meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu,
organisasi, keadaan, ataupun prosedur.
Penelitian ini berusaha menjawab bagimana Peran Kepolisian Sektor
Tampan dalam Mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 Untuk
menanggulangi pelajar Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Tampan yang
tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan kenyataan yang ditemui
dilapangan. Hasil penelitian ini hanyalah berupa deskripsi mengenai variabel-
variabel tertentu, dengan menyajikan frekuensi, angka rata-rata, atau kualifikasi
lainnya untuk masing-masing kategori di suatu variabel. (Faisal: 2005:21)
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian
Lokasi dan waktu penelitian tentang Peran Kepolisian Sektor Tampan
Dalam Mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 Untuk Menanggulangi
Pelajar Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Kasus Wilayah
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Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru), yang dilakukan di kantor Kapolsek
Tampan pada Oktober 2013 s/d Januari 2014.
3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua
elemen dalam wilayah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitan ini
adalah seluruh pegawai dan anggota Kepolisian Sektor Tampan yang berjumlah
122 orang dan seluruh wakil kesiswaan beserta ketua Orientasi Siswa Intra
Sekolah (OSIS) Sekolah Menengah Pertama dan sederajat di Kecamatan Tampan
yang berjumlah 24 orang.
3.3.2 Sampel
Permasalahan sampel (rancangan dan teknik pengambilan sampel) sangat
penting bagi suatu penelitian yang berkepentingan untuk menarik kesimpulan
umum bagi sesuatu populasi. Munculnya pemmasalahan sampel, karena dalam
suatu penelitian, tidaklah realistis meneliti seluruh populasi, lebih-lebih untuk
populasi yang sangat luas. (Sanapiah Faisal, 2005:57)
Menurut Amiruddin dan H. Zainal Asikin (2004: 95), masalah sampling
dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk; [a] mereduksi objek
penelitiannya, artinya peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua
gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek,
gejala, atau peristiwa tersebut; dan [b] menggeneralisasikan hasil penelitiannya,
artinya kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua
objek, gejala atau peristiwa yang luas.
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari
semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan
waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.
Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposif (purposial sampling).
Menurut Sanafiah (2005:67) sampel purpusif ditetapkan secara sengaja oleh
peneliti didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Tidak jauh berbbeda
dengan Sanafiah, Sugiyono (2011:96) mendefinisikan Sampling Purposive adalah
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Sampling Purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu yang mempunyai tujuan tertentu dengan alasan sampel
mampu menguasai masalah yang diteliti. Jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah 20 orang. Selain sampel, penulis juga menambah informasi dalam
penelitian dari beberapa orang key informant atau informasi kunci yang
diwawancarai oleh penulis, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru, 2 orang Pelajar
Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 dan 20 Pekanbaru yang menggunakan
sepeda motor ke sekolah, 3 orang pemilik lahan parkiran Sekolah Menengah
Pertama Negeri 20 Pekanbaru dan kepala unit kepolisian Sektor Tampan beserta 4
orang anggotanya, 2 orang ketua RW di Kecamatan Tampan, satpam atau penjaga
masing-masing Sekolah Menengah Pertama dan sederajat di Kecamatan Tampan.
Alasan penulis memilih key informant tersebut adalah karena penulis menilai
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bahwa key infortman tersebut merupakan orang yang paling paham tentang data
dan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.
Tabel 3.1 : Sampel Kepolisian Sektor Tampan
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Jumlah 20 100 %
Sumber: Data olahan 2013 dari Polisi Sektor Tampan
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Berdasarkan Tabel 3.1 di atas maka dapat kita lihat terdapat 20 orang yang
penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Hal ini tentunya bukan hanya
menggunakan metode asal pilih, melainkan atas pertimbangan-pertimbangan
tertentu. Berikut ini penulis akan menjabarkan pertimbang-pertimbangan yang
penulis lakukan untuk memilih sampel-sampel tersebut:
1. Kepala dan Wakil Kepala Polisi Sektor Tampan
Pemilihan sampel ini berdasarkan Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
Polisi Sektor Tampan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polisi
Republik Indonesia dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman,
pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polisi Republik Indonesia
lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kepala dan Wakil Kepala Polisi Sektor Tampan merupakan orang
yang paling bertanggung jawab dalam terlaksana ataupun tidak terlaksananya
tugas-tugas tersebut.
2. Unit Lalu Lintas (Lantas)
Kepala Unit Lantas dan jajarannya berjumlah 11 orang. Unit Lantas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Unit Lantas  menyelenggarakan  fungsi :
- Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerjasama
lintas sektoral dan Dikmaslantas.
- Pelaksanaan  Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas.
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- Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu
lintas dalam rangka  penegakan  hukum.
3. Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas)
Unit lantas danjajarannya berjumlah 7 orang. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Binmas  menyelenggarakan
fungsi :
- Pelaksanaan  koordinasi dengan  bentuk-bentuk  pengamanan  swakarsa
dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan  masyarakat terhadap
hukum dan peraturan  perundang-undangan.
- Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat  terhadap
komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak-
anak.
- Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang
meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan
masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta
organisasi non pemerintah.
Penulis memandang bahwa ketiga sampel secara garis besar di atas
mampu unuk menjawab penelitian ini, karena indikator Penegakan Hukum,
Pendidikan Masyarakat, Manajemen Operasional dan Rekayasa Lalu lintas
merupakan tugas utama dari sampel yang penulis ajukan di atas.
Selain pihak Kepolisian Sektor Tampan, penulis juga  mengambil sampel
dari pihak Sekolah Menengah Pertama dan sederajat untuk memeriksa kembali
(crosscheck) pernyataan tanggapan pihak Polisi Sektor Tampan tentang
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pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan untuk menanggulangi pelajar yang tidak meiliki Surat Izin
Mengemudi (SIM) di Kecamatan Tampan. Adapun pihak sekolah yang penulis
jadikan sampel ialah sebagai berikut:
Tabel 3.2 : Sampel pihak Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat
Kecamatan Tampan
No Jenis populasi Sampel Persentase
1 Wakil Kesiswaan 4 50 %
2 Ketua OSIS Sekolah Menengah
Pertama dan sederajat di
Kecamatan Tampan Tampan
4 50 %
Jumlah 8 100 %
Sumber: Data Olahan 2013 Dari Observasi Lapangan
Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat sampel yang penulis gunakan untuk
mlakukan pemeriksaan kembali (crosscheck) tanggapan dari pihak Kepolisian
Sektor Tampan tentang implemen tasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menanggulangi pelajar yang tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kecamatan Tampan. Penulis mengambil
1 sampel dari setiap kelurahan yang penulis anggap bisa mewakili kelurahan
tersebut, yaitu berjumlah 4 sampel wakil kesiswaan dan 4 orang ketua osis
diambil dari 4 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tampan. Berikut ini penulis
paparkan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan sampel pada
tabel 3.1 di atas:
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1. Wakil Kesiswaan
Wakil kesiswaan merupakan guru yang bertugas melakukan
pengawasan dan melaksanakan program-program yang berhubungan
dengan pelajar yang ada di sekolahnya. Sehingga penulis menilai wakil
kesiswaan merupakan guru yang paling memahami setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pelajar yang ada di sekolahnya. Wakil kesiswaan yang
penuli jadikan sampel dalam penelitian ini adalah wakil kesiswaan MTs
Alhuda (Tuah Karya), Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru
(Delima), Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru (Simpang
Baru) dan Ponpes Babussalam (Sidomulyo).
2. Ketua OSIS (Orientasi Siswa Intra Sekolah)
Ketua osis merupakan pemimpin pelajar di suatu sekolah. Ketua
osis tentunya mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di
sekolahnya, baik yang berhubungan dengan aktivitas akademik di sekolah,
maupun aktivitas yang tidak berhubungan dengan akademik. Untuk itu
penulis menganggap ketua osis bisa mewakili pendapat dan sikap pelajar-
pelajar yang ada di sekolahnya.
3.4. Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan yang
diperoleh melalui penyebaran kuisioner (angket) yang meliputi: Indentitas
responden, data hasil kuesioner, data hasil wawancara dan observasi.
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3.4.2 Data Sekunder
Yaitu data pendukung yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang erat
kaitannya dengan penelitian ini. Data ini merupakan data yang sudah tersedia dari
objek peneliti yang diambil oleh peneliti dari tempat penelitian dimana data ini
bersifat telah dipublikasikan atau diolah sebelumnya. Data ini bisa berupa
penjelasan umum, stnrktur organisasi dan fungsi setiap unit kerja, keadaan
goegrafis, keadaan penduduk dan data sekunder lain yang dianggap perlu dan
berguna bagi peneliti.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam
penelitian ini adalah teknik :
a. Observasi : adalah melakukan pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti
untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan adanya pedoman
observasi. Jenis data dan kawasan yang diobservasi oleh peneliti adalah kantor
Polisi Sektor Tampan dan lahan parkir sepeda motor pelajar di Sekolah Menengah
Pertama dan sederajat yang terdapat di Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru.
Kemudian penulis melakukan dokumentasi foto-foto dengan menggunakan
kamera telepon genggam.
b. Wawancara (interview) : yaitu teknik pengumpulan data yang penulis gunakan
untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait. Wawancara itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan
yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pihak-
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pihak yang menjadi narasumber adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
dan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru, dua orang
Pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 dan 20 Pekanbaru yang
menggunakan sepeda motor ke sekolah, 3 orang petugas parkir Sekolah
Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru dan kepala unit kepolisian Sektor
Tampan beserta 4 orang anggotanya, satpam atau penjaga masing-masing Sekolah
Menengah Pertama dan sederajat di Kecamatan Tampan.
c. Kuisioner (daftar pertanyaan) : yaitu penulis memberikan daftar pertanyaan
yang telah disiapkan sebelumnya untuk diisi oleh responden yang diharapkan
dapat memberikan jawaban atau informasi yang berhubungan dengan masalah
penelitian guna untuk lebih mengetahui bagaiman Peran Kepolisian Sektor
Tampan Dalam Mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 Untuk
Menanggulangi Pelajar Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Tampan Yang
Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Kecamatan. Pihak yang menjadi
narasumber atau responden dalam kuisioner adalah Kepolisian Sektor Tampan.
3.6 Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah
kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata
lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang
diteliti. (Tylor dan Bogdan, dalam Bagong Suyanto dan Sutinah: 2005: 166)
Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala
likert Sugiono (2011:107). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
57
Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator
variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk
menyusun item-item intstrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan.
Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai
gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif.
Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data
informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan
jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian
dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :





Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Peran Kepolisian Sektor
Tampan Dalam Mengimplementasikankan UU No. 22 Tahun 2009 Untuk
Menanggulangi Pelajar Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi
Kasus Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru), keseluruhan indikator
yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran
sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut :
Tinggi / Sesuai : 76 – 100 %
Cukup sesuai / Kurang : 56 -75 %
Tidak sesuai / Rendah : 40 – 45 %
Sangat tidak sesuai / Sangat rendah : 0 – 39 %
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Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil
penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Peran
Kepolisian Sektor Tampan Dalam Mengimplementasikankan UU No. 22 Tahun
2009 Untuk Menanggulangi Pelajar Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi
(SIM) (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru). Sesuai
dengan penetapan sampel, maka penulis menyebarkan kuesioner kepada 20
responden. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap kepolisian sektor yang
bertugas di bidang Unit Lalu Lintas dan Unit Pembinaan Masyarakat serta Kepala
dan Wakil Kepala Kepolisian Sektor Tampan. Namun dalam pengisian kuisioner,
bapak Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Sektor Tampan tidak mengisi
kuisioner, melainkan diisi oleh stafnya masing-masing. Dari penyebaran
kuesioner yang dilakukan semuanya kurang dapat terkumpul semuanya.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Polisi Sektor Tampan
Pekanbaru hanya 19 responden yang mengumpulkan kuesioner penelitian.
Kemudian 1 orang responden tidak bisa mengisi dan mengumpulkan kuesioner
penelitian, alasannya dikarenakan responden sedang mengikuti pelatihan di luar
daerah.
